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A. Transliterasi Arab-Latin  
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 





Nama Huruf Latin Nama 
 Alif Tidak ا
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 (Sa S es (dengan titik di  atas ث
 Jim J Je ج
 Ha H ha (dengan titik di ح
bawah) 
 Kha Kh Kadan ha خ
 Dal D De د
 (Zal Z zet (dengan titik di atas ذ
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin Sy Esdan ye ش
 Sad S es (dengan titik di ص
bawah) 






 (Ta T te (dengan titik di bawah ط
 Za Z zet (dengan titk di ظ
bawah)  
 ain „ Apostrop terbalik„ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ؼ
 Qaf Q Qi ؽ
 Kaf K Ka ؾ
 Lam L El ؿ
 Mim M Em ـ
 Nun N En ف
 Wau W We ك
 Ha H Ha ق
 hamzah , Apostop ء
 Ya Y Ye ي
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 
diberitanda apapun. Jika ia  terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 
tanda („). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal 
tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 






Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 fathah A A َـ
 kasrah I I ِـ
 dammah U U ُـ
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 


















Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 







































Transliterasi untuk tamarbutah ada dua, yaitu: tamarbutah yang hidup 
atau mendapat harkat fathahkasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah 
[t]. Sedangkan tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tamarbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
tamarbutah itu transliterasinya dengan [h]. 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid (ِّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberitanda syaddah. 
Jika huruf ی ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah(ِـ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 
(alif lam ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 








Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop  („) hanya berlaku 
bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak 
di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 
atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an (dari al-
Qur‟an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 
bagian dari saturangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 
utuh. 
9. Lafz al-Jalalah(هللا) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudafilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Adapun tamarbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-
ljalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 





didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap 
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 
kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 
referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 
maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 
harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.  
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:  
swt.  = subhānahūwata, ālā 
saw.  = sallallāhu „alaihiwasallam 
a.s.  = „alaihi al-salām 
H  = Hijrah 
M  = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
l.  = Lahirtahun (untuk orang yang masih hidup saja)  
w.  = Wafat tahun 
QS .../...:4 = QS An- Nisa/4:58 









Nama  : Randi Saputra 
Nm  : 11000116009 
Judul  : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pengelolaan Kebun 
Jagung  (Studi Kasus di Desa Kire Kec. Budong-budong Kab. Mamuju 
Tengah) 
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana Tinjauan hukum Islam 
Terhadap Perjanjian Pengelolaan Kebun Jagung  (Studi Kasus di Desa Kire Kec. 
Budong-budong Kab. Mamuju Tengah)? Pokok masalah tersebut selanjutnya dibagi 
menjadi beberapa sub masalah yaitu: 1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian  
pengelolaan kebun jagung di Desa Kire Kec. Budong-budong Kab. Mamuju tengah?, 
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perjanjian pengelolaan kebun jagung 
secara tidak tertulis di Desa Kire Kec. Budong-budong Kab. Mamuju Tengah ? 
Jenis penelitian adalah  penelitian kualitatif dengan pendekatan yang empiris, 
yuridis normatif. Adapaun sumber primer (wawancara) dan sekunder (dokementasi). 
Metode pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengelolaan 
data dan analisi data dilakukan tiga tahapan, yaitu : reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad sudah terpenuhi dalam perjanjian 
akan tetapi ada salah satu unsur dalam perjanjian yaitu perjanjian yang dilakukan itu 
tidak tertulis atau lisan, dan menurut hukum Islam itu mewajibkan ketika 
bermuamalah haruslah ditulis sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur‟an, maka 
perjanjian pengelolaan kebun jagung di Desa Desa Kire Kec. Budong-Budong Kab. 
Mamuju Tengah itu tidak sah. 
Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Mengenai pelaksaan perjanjian 
tersebut, seharusnya pemilik kebun maupun pekerja kebun menuliskan perjanjian 
agar ada kekuatan hukum yang tercantum di dalam suatu perjanjian, untuk 
kepentingan pembuktian bial dikemudian hari terjadi sengketa. 2) Dalam pelaksanaan 
perjanjian pengelolaan kebun jagung di Desa Kire Kec. Budong-Budong Kab. 
Mamuju Tengah jangan sampai mengabaikan prinsip syariah seperti yang di jelaskan 
dalam Al-Qur‟an dan Hadist yang merupakan dasar hukum dari perjanjian. 







A. Latar Belakang Masalah 
Islam mengajarkan dua demensi hubungan yang harus dipelihara dan dijaga, 
yaitu (ibadah mahdah) hubungan manusia dengan Tuhannya dan segala aturan yang 
terdapat didalamnya ditetapkan dengan rapi tanpa ada cela bagi manusia untuk 
mengatur atau merubahnya lagi dan (muamalah) yang diajukan untuk mengatur 
kehidupan manusia dengan manusia lainnya. Secara sempit disimpulkan bahwa 
muamalah menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah 
ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, 
mengatur, mengelolah dan mengembankan harta benda (mal).
1
 
Harta benda itu ada dua macam baik itu bergerak maupun tidak bergerak. 
Benda tidak bergerak (keberadaan tetap), bisa: pertama, karena sifatnya; kedua, 
karena perutukannya; atau ketiga, karena ditetapkan menurut undang-undang, seperti 
tanah, pohon/tanaman, bangunan dan lain-lain.
2
 
Manusia dan tanah mempunyai hubungan erat, selain untuk kepentingannya 
sendiri dan orang lain, tanah juga dibutuhkan untuk kepentingan yang lebih 
luas.
3
Salah satu kepentingan dalam hubungan manusia dan tanah yaitu berkebun, 
bertani dan macam lainnya. Dalam hal berkebun, masyarakat mengelolah kebun 
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dengan bermacam-macam tanaman yang ditanam baik itu padi, sawit, jagung dan 
lain-lain, baik itu dikelolah sendiri maupun mempekerjakan orang lain. 
Tanaman yang ditanam di kebun salah satunya adalah jagung baik itu dikelola 
sendiri atau mempekerjakan kepada orang lain. Menyangkut dengan mempekerjakan 
orang lain dengan cara memberikan atau si pekerja datang meminta izin untuk 
mengelola kebun itu. Dalam mempekerjakan orang lain untuk mengelola kebun yang 
diatur dalam sebuah  perjanjian atau akad baik  tertulis atau lisan. 
Secara umum yang dianggap sah perjanjian adalah secara tertulis namun 
faktanya pada masyarakat di Desa Kire Kec. Budong-Budong Kab, Mamuju Tengah 
mayoritas bertransaksi dengan perjanjian tidak tertulis, dan dalam hukum Islam pun 
memerintahkan ketika melakukan kegiatan maka tulislah sebagaimana tercantum 
dalam QS. Al-Baqarah/2: 282. 
تُىِبِدِ  اٌُ  اِت د  ْاِإِذ  ُُىَٰٓ اي  ِء   ٍ ُّه اِٱنَِّرٌ أٌ 
َٰٓ ۡدِلٌُِۚ َٰ ِبِٱۡنع  اتُِبُۢ ُ ُكۡىِك  ٍۡ ۡنٍ ۡكتُبِبَّ ِو  ىِف ٱۡكتُبُىُُِۚ ًّّٗ س  ٖمِيُّ ِأ ج  َٰٓ ِإِن ىَٰ ٍ ٌۡ  
Terjemahnya:  
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah 




Perjanjian tidak tertulis dalam hal pengelolaan kebun jagung di Desa Kire 
Kec. Budong-Budang Kab. Mamuju Tengah dilaksanakan ketika pemilik kebun ingin 
menanam sawit dan sudah tidak mampu untuk mengelola sendiri maka pemilik kebun 
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akan memberikan atau mempekerjakan orang lain untuk mengelolanya. Mayoritas 
masyarakat disana sudah mempekerjakan kebunnya dikarenakan sudah tidak mampu 
(kurangnya tenaga), atau masih banyak pekerjaan lainnya. Kemudian pemilik kebun 
memberikan modal awal untuk membersihkan kebun tersebut.  
Dalam masa panen berlangsung dengan baik dan perjanjian pun begitu. 
Apabila selesai panen dan biasanya pekerja membersihkan kebun yang ia kerjakan 
dan begitupun seterusnya, perjanjian ini berjalan dengan baik. Perjanjiannya itu 
pemilik kebun mendapatkan kebersihan kebunnya untuk menaman tanaman yang lain 
(sawit) dan pekerja mendapatkan hasil dari kerjanya. Akan tetapi ketika pekerja 
bermalas-malasan ketika selesai panen dan tidak membersihkan rumput sisa panenya 
dan membiarkan kembali menjadi hutan disinilah perjanjian tidak berjalan dengan 
baik. Pemilik kebun merasa dirugikan dengan tindakan tersebut, yaitu melanggar 
perjanjian tersebut. 
Suatu perjanjian memungkinkan terjadinya suatu peristiwa yaitu wanprestasi 
dan perbuatan melawan hukum. Menurut kamus hukum, Wanprestasi berarti 
kelalaian, kealpaan, cidera janji, dan tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. 
Dalam pengertian lain wanprestasi merupakan suatu keadaan yang dikarenakan 
kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah 
ditentukan dalam perjanjian dan bukan keadaan memaksa.
5
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Maraknya terjadi kasus bukan hanya dilokasi penelitian ini, maka penulis 
ingin meneliti kasus tersebut seperti apa dan bagaimana apakah itu sah dalam hukum 
Islam atau tidak. Dari sinilah penulis tertarik melakukan penelitian mengenai masalah 
tersebut dengan terfokus pada Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian 
Pengelolaan Kebun Jagung khususnya di Desa Kire Kec. Budong-budong Kab, 
Mamuju Tengah 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus penelitian 
Fokus penelitian adalah tinjauan hukum Islam terhadap sistem perjanjian 
pengelolaan kebun jagung di Desa Kire Kec. Budong-budong Kab. Mamuju Tengah. 
2. Deskripsi penelitian  
Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas lagi mengenai skirpsi ini 
maka diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul skripsi yakni: 
a. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau 
dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. 
6
 
b. Perjanjian tidak tertulis adalah persetujuan yang dibuat oleh kedua belah pihak 
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Subekti, Hukum Perjanjian(Cet. 4; Jakarta: Citra Aditya Bhakti,1987), h. 6 
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c. Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang 




C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas  maka permasalahan pokok skripsi ini 
adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perjanjian pengelolaan kebun 
jagung di Desa Kire Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah. Untuk 
memudahkan dalam membahas masalah pokok tersebut, maka dirumuskan sub 
masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengelolaan kebun jagung di Desa Kire Kec. 
Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah? 
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perjanjian pengelolaan kebun 
jagung secara tidak tertulis di Desa Kire Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju 
Tengah ? 
D. Kajian Pustaka  
Andi Pratama dalam skripsinya yang berjudul “perjanjian pengelolaan kebun 
kelapa sawit kecamatan Kuala Pesisir Kab. Nagang Raya menurut konsep Al-
Musaqah” melakukan penelitian tentang sistem perjanjian dan cara bekerja sama 
dalam mengelolah kebun kelapa sawit kecamatan Kuala Pesisir Kab. Nagang Raya 
menurut konsep Al-Musaqah. 
                                                 
8






Pada skirpsi Erhanna Mira Susan yang berjudul, “analisis hukum Islam 
terhadap pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang ganti rugi akibat 
wanprestasi” melakukan penelitian tentang sistem wanprestasi dan mekanisme  ganti 
rugi. 
Skripsi Paraduan R yang berjudul “pelaksanaan perjanjian kerja sama 
pengeloaan kebun kelapa sawit antara PT. TOR Ganda dengan Koperasi sawit 
Mahato Bersatu di Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu” melakukan 
penelitian sistem pembagian hak dan cara kerja sama serta upaya penyelesaiannya 
dalam mengelolah kebun sawit. 
Skripsi Saras Indriani yang berjudul “pelaksanaan kerjasama musaqah pada 
perkebunan kelapa sawit di Desa Maringgang Kec. Dempo Selatan Kota Paragalam ” 
meneliti tentang sistem kerja sama musaqah dalam perkebunan sawit. 
Pada karangan buku Syamsul Anwar, yang bejudul Hukum Perjanjian 
Syariah, membahas tentang konsep dasar dan aturan-aturan yang terkait dengan 
perjanjian serta akibat hukumnya. 
Zaeni Asyhadie, dalam buku berjudul Hukum Keperdataan (Dalam Perpektif 
Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat) membahas 
tentang ketentuan umum tentang perikatan dan tentang perjanjian diuraikan 





Perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi lainnya adalah fokus 
penelitiannya yaitu penulis mengfokuskan pada kegiatan perjanjian yang tidak 
tertulis. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Adapun tujuan dalam permasalahan dari rumusan masalah yaitu: 
1. Mengetahui dan memahami sistem perjanjian dalam pengelolaan kebun 
jagung di Desa Kire Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah. 
2. Memahami dan mengetahui pandangan hukum Islam terhadap perjanjian tidak 
tertulis. 
Adapun kegunaan permasalahan dari rumusan masalah yaitu: 
1. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman 
mengenai sistem pengelolaan kebun jagung secara teori, selain itu penelitian 
ini juga dapat memberikan pemahaman mengenai perjanjian pengelolaan 
kebun jagung sesusai dengan hukum Islam. 
2. Kegunaan praktis, penelitian ini bermanfaat untuk umat Islam yang sering 
melakukan perjanjian pengelolaan kebun jagung agar dapat menjalankan 
dengan baik dan sesuai dengan hukum Islam. 
 
 






TINJAUAN TEORITIS  
A. Perjanjian 
1. Defenisi Perjanjian  
 Di Indonesia umumnya digunakan istilah “perikatan” sebagai padanan istilah 
Belanda verbintenis dan “perjanjian” sebagai padanan istilah Belanda overeenkomst. 
Namun ada yang menggunakan kata “perjanjian”sepadanan kata Belanda verbintenis 
dan kata “persetujuan” sebagai terjemahan overeenkomst. Ada pula yang 
menggunakan istilah “perutangan” untuk memberi padanan kata verbintenis, sedang 
untuk istilah overeenkomst digunakan “persetujuan.” Akan tetapi kebanyakan 
menggunakan istilah “perikatan” sebagai padanan kata Belanda verbintenis dan 
“perjanjian” dan hal ini di identik dengan “persetujuan”, bahkan dengan “kontrak” 
sebagai terjemahan istilah overeenkomst. Tetapi ada yang menggunakan kata 
“perikatan” untuk menunjuk perikatan (verbintenis) diluar lapangan hukum harta 
kekayaan, sedangkan untuk perikatan (verbintenis) dalam lapangan hukum harta 
kekayaan digunakan istilah “perutangan”. 
“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat 







. Pasal ini menerangkan tentang prestasi atau cara pelaksanaan kewajiban, 
yaitu berupa: 
a. Memberikan sesuatu; 
b. Berbuat sesuatu; dan 
c. Tidak berbuat sesuatu. 
Berdasarkan tiga cara pelaksaan kewajiban tersebut, dengan sendirinya dapat 
diketahui bahwa wujud prestasi itu berupa: 
a. Barang; 
b. Jasa (tenaga atau keahlian); dan 
c. Tidak berbuat sesuatu. 
Apabila kedua hal tersebut dipadukan, cara pelaksaan masing-masing wujud 
prestasi adalah sebagai berikut. 
a. Barang dilakukan dengan cara menyerahkan; 
b. Jasa (tenaga dan keahlian) dilakukan dengan cara berbuat sesuatu; 
c. Tidak berbuat sesuatu dengan cara tidak berbuat sesuatu.2 
Kemudian para sarjana memberikan perngertian perjanjian tersebut dari sudut 
pandang masing-masing, antara lain: 
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a. Subekti,  
Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau 
dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
3
 
b. Wiryono Prodjodikoro  
Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara kedua 
pihak, dalam mana salah satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk 
melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain 
berhak menuntut janji tersebut.
4
 
c. Menurut abdul kadir  
Perjajian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang pihak atau lebih 
mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. 
d. Setiawan 
Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih 




Jadi menurut kedua pendapat dapat kita simpulkan bahwa defenisi dari 
perjanjian adalah suatu kegiatan manusia dengan manusia lain untuk memenuhi 
kehidupan satu sama lain dengan cara mengikatkan diri dan menyepakati apa-apa 
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yang di janjikan sehingga tidak timbulnya suatu yang tidak di inginkan dan ketika 
terjadi wanprestasi maka salah satu pihak berhak menuntut janjinya. 
Perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdata adalah “suatu perjanjian 
(persetujuan) adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri 




a. Kesepakatan mereka yang buat mengikat dirinya; 
b. Kecakapan untuk membuat perikatan; 
c. Suatu produk persoalan tertentu; dan 
d. Suatu sebab yang tidak terlarang. 
Jadi dapat kita simpulkan perjanjian adalah suatu tindakan perbuatan hukum 
yang dimana pihak satu mengikat pihak lainnya dengan suatu perjanjian tertentu. 
2. Unsur-Unsur dalam Perjanjian 
Unsur-unsur  perjanjian dalam perkembangan doktrin ilmu hukum  dikenal 
ada tiga unsur yaitu :
7
 
a. Unsur esensialia 
Unsur esensalia merupakan mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-
prestasi yang wajib dilakukan oleh satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat 
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dari perjanjian tersebut, yang mengadakannya secara prinsip dan jenis perjanjian 
lainnya. Unsur esensialia pada umumnya di pergunakan dalam memberikan rumusan, 
defenisi atau pengertian dari suatu perjanjian. Misalkan perjanjian antara jual-beli 
dibedakan dari perjanjian tukar-menukar, karena jual-beli mengatur tentang jual-beli 
sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata “suatu perjanjian dengan 
mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu barang, dan 
pihak yang lain untuk membayar  dengan harga yang dijanjikan” sedangkan Pasal 
1541 KUHPerdata tentang tukar-menukar yaitu “suatu perjanjian dengan mana kedua 
belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan sesuatu barang secara 
timbal-balik sebagai banti suatu barang lain”.  
b. Unsur naturalia 
Unsur naturalia adalah unsur yang sudah pasti terdapat ada dalam perjanjian, 
setalah unsur esensialianya sudah diketahui secara pasti. misalkan dalam hal 
perjanjian jual beli pasti ada unsur naturalianya yaitu berupa kewajiban dari si 
penjual untuk menanggung kebendaaan yang di jual dari cacat-cacat tersembunyi.  
c. Unsur aksidentalia 
Unsur aksidentalia yaitu unsur pelengkap suatu perjanjian, yang merupakan 
ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai 
dengan kehendak oleh para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang di 
tentukan secara bersama-sama oleh kedua belah pihak. Jadi unsur ini pada hakikatnya 
bukan dari bentuk perjanjian akan tetapi bagian dari perjanjian misalkan suatu 





saat penyerahan kebendaan yang akan di jual beli, nah inilah yang di maksud unsur 
aksidentalia yaitu pelengkap.  
3. Asas-Asas dalam Perjanjian 
Adapun asas-asas umum dalam perjanjian yang perlu di ketahui yaitu:
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a. Asas personalia (kepribadian) 
Asas ini ditetapkan dan diatur dalam Pasal 1315 KUHPerdata yang berbunyi 
“pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau 
meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri.” Dari rumusan 
tersebut dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya perjanjian yang telah dibuat oleh 
sesorang dalam kapasitasnya adalah individu, subjekknya adalah hukum pribadi, dan 
berlaku dan mengikat pada dirinya sendiri. 
b. Asas konsensualitas (kesepakatan) 
Asas konsensualitas ini memperlihatkan kepada kita semua, bahwa pada 
dasarnya suatu perjanjian yang di buat secara lisan antara dua orang atau lebih yang 
bersifat mengikat, dan karena telah melahirkan suatu kewajiban dari salah satu pihak 
atau lebih dalam perjanjian tersebut, dan ketika orang sudah mencapai namanya 
kesepakatan atau consensus maka terciptalah suatu perjanjian yang baik. Ketentuan 
yang diatur menegenai asas konsensualitas ini dapat kita lihat dalam rumusan Pasal 
1320 KUHPerdata, yang berbunyi yaitu: 
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Untuk sahnya suatu perjanjian-perjanjian, dibutuhkan empat syarat: 
1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 
2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 
3) Suatu pokok persoalan tertentu; dan 
4) Suatu sebab yang tidak terlarang. 
c. Asas kebebasan berkontrak 
Tidak jauh berbeda dengan asas konsensualitas, asas kebebasan berkontrak 
menemukan dasar hukumnya juga di dalam Pasal 1320 KUHPerdata yakni:  
Untuk sahnya suatu perjanjian-perjanjian, dibutuhkan empat syarat: 
1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 
2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 
3) Suatu pokok persoalan tertentu; dan 
4) Suatu sebab yang tidak terlarang. 
Jika asas konsensualitas tedapat di point atau kententuan angka 1 (satu) dari 
pasal 1320 KUHPerdata, maka asas kebebasan berkontrak terdapat pada poinya atau 
ketentuan angka 4 (empat) KUHPerdata. Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para 
pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan menyusun dan 
membuat suatu perjanjian yang melahirkan kewajiban-kewajiban apa saja, sepanjang 







d. Perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang (Pacta Sunt Servande ) 
Asas yaang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi 
yaitu : 
“Semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang 
bagi mereka yang membuatnya” 
Jadi semua perjanjian yang di buat dengan sengaja, maka segala sesuatu yang 
telah disepakati dan disetujui oleh parah pihak harus dilaksanakan oleh parah pihak 
sebagaimana yang telah di setujui oleh mereka. Dalam hal ketika salah satu pihak 
tidak melaksanakan janji terbut, maka pihak lain berhak untuk menuntut atau 
memaksakan pelaksanaanya melalu mekanisme dan jalur hukum yang telah 
disediakan. 
4. Syarat Sahnya Perjanjian 




a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya; 
Syarat yang pertama dalam perjanjian adalah kesepakatan anatara kedua belah 
pihak yang diatur dalam Pasl 1320 ayat (1) KUHPerdata. Dengan kata sepakat berati 
kedua subjek mengadakan perjanjian itu haruslah bersepakat, setuju, sekata mengenai 
hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Maksudnya adalah apa- apa yang 
dikehendaki pihak satu harus juga dikehendaki pihak ke lain atau sebaliknya. 
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Dalam suatu perjajian kesepakatan itu terkadang telah terjadi, namun terdapat 
kemungkinan kesepakatan tersebut mengalami kecacatan atau kelalaian, sehingga 
kesepakatan menimbulkan pembatalan dari salah satu pihak yang merasa di rugikan 
dari suatu perjanjian tersebut. Kecacatan kehendak atau kelalaian itu biasa terjadi 
dikarenakan yaitu kekhilafan, paksaan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan. 
1)  Kekhilafan  
Sautu kekhilafan salah satu faktor terjadinya pembatalan perjanjian 
dikarenakan si pihak salah satunya khilaf terhadap hal yang pokok dari 
perjanjian. 
2) Paksaan   
Suatu paksaan juga dapat menyebabkan faktor pembatalan perjanjian, apabila 
paksaan itu bersifat “menakutkan atau ancaman” ketika orang yang dipaksa 
tidak sepakat dengan perjajian tersebut, lalu menderita atau mendapatkan 
suatu kerugian yang nyata. Paksaan inilah yang tidak diperbolehkan dalam 
dunia hukum. 
3) Penipuan 
Suatu penipuan juga salah satu faktor dari pembatalan perjanjian, apabila 
penipuan itu dilakukan  oleh salah satu pihak sangat terang dan jelas, sehingga 
pihak lain “sepakat ” dengan perjanjian itu untuk dibatalkan. Dan penipuan 
yang dilakukan salah satu pihak haruslah dapat dibuktikan oleh pihak lainnya 






4) Penyalahgunaan kekuasaan 
Penyalahgunaan kekuasaan juga merupakan salah satu faktor pembatalan 
perjanjian, apaliba salah satu pihak seenaknya dan semena-mena merubah 
perjanjian tersebut dikarenakan kekuasaan yang dipegang. 
b. Kecakapan untuk membuat sautu perikatan; 
Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap melakukan perjanjian, jika orang 
terbut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum umur 21 tahum. 
Jadi ketika umur diatas 21 sudah bisa di katakan cakap hukum kecuali karena suatu 
hal yang dia ditaruh dibawah pengampuan seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan 
atau pemboros. 
Dalam pasal 1330 KUHPerdata, ditegaskan sebagai orang-orang yang belum 
dewasa, tidak cakap untuk membuat suatu perjajian: 
1) Orang-orang yang belum dewasa; 
2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan  
3) Perempuan dalam hal-hal ditetapkan oleh undang-undang telah melarang 
membuat perjajian tertentu. 
Berkenang dengan point ke tiga dalam pasal 1330 KUHPerdata, mengenai hak 
perempuan dan hal ditetapkan dalam undang-undang, sekarang sudah tidak di berlaku 







c. Suatu hal tertentu; 
Objek perjanjian adalah prestasi. Prestasi adalah kewajiban dibitur dan apa 
yang menjadi hak kreditur. Berdasarkan pasal 1234 KUHPerdata, prestasi terdiri dari 
perbuatan positif dan perbuatan negatif, prestasi itu terdiri atas: 
1) Menyerahkan sesuatu/memberikan sesuatu; 
Dalam suatu perjanjian pasti ada suatu objek atau barang yang akan di 
serahkan pada saat terjadi perjanjian. 
2) Berbuat sesuatu; 
Dalam hal berbuat sesuatu pada saat perjanjian pasti ada di lakukan atau 
berbuat sesuatu misal pihak dua membersihkan kos-kosan pada saat pihak satu 
menyewa kos-kosannya. 
3) Tidak berbuat sesuatu  
Dalam hal tidak berbuat sesuatu adalah contohnya pihak satu dan pihak dua 
sepakat tidak membuat atau mendirikan pagar pembatas antar-rumah yang 
bertetangga. 
d. Suatu sebab yang legal/halal. 
Dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak dijelaskan secara rinci mengenai 
defenisi orzaak (kuasa yang halal) yang ditegaskan hanya pada Pasal 1337 
KUHPerdata tentang causa yang dilarang. Suatu sebab ialah terlarang apabila 
bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.  
Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai 





terakhir dinamakan syarat-syarat obejktif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau 
objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. 
5. Jenis-Jenis Perjanjian 
Jenis-jenis perjanjian ini dapat dibedakan dalam beberapa hal, sebagai berikut: 
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a. Perjanjian timbal-balik yaitu perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban 
para pihak, contohnya jual-beli, sewa-menyewa dan masih banyak lainnya. 
b. Perjanjian sepihak yakni perjanjian yang menimbulkan suatu kewajiban pada 
satu pihak dan pihak lain menerimah haknya, misalnya perjanjian ganti-pinjam 
dan sebagainya. 
c. Perjanjian cuma-cuma yakni dimana perjanjian ini hanya memberi keuntungan 
kepada salah satu pihak lain, tanpa mengharap balik dari pihak lain, misalkan 
perjanjian hibah dan sebagainya. 
d. Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi yang satu 
terdapat prestasi pihak yang lain dan saling berhubugan hukum. misalnya 
perjanjian jaul-beli, perjanjian sewa-menyewa dan lain-lain. 
e. Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang timbul dikarenakan adanya 
kesepakatan antara kedua pihak. 
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f. Perjanjian riil yakni perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan antara 
kedua pihak dan disertai penyerahan barang, misal perjanjian penitipan barang 
dan lain-lain. 
g. Perjanjian bernama (perjanjian nominaat) adalah perjanjian yang mempunyai 
nama tertentu dan diatur secara khusus oleh undang-undang, misalnya perjanjian 
jual-beli, perjanjian tukar-menukar dan sebagainya. 
h. Perjanjian tidak bernama (perjanjian innominaat) yakni kebalikan dari perjanjian 
bernama (perjanjian nominaat) yaitu perjanjian yang tidak diatur dalam undang-
undang dan memiliki nama tertentu, contohnya leasing dan fiducia. 
i. Perjanjian liberatoir adalah perjanjian dimana membebaskan pihak atau orang 
yang berkaitan dari suatu kewajiban hukum tertentu, misalnya pembebasan 
hutang. 
j. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk menyerahkan atau mengalihkan 
atau menimbulkan atau mengubah atau menghapuskan hak-hak kebendaan, 
contohnya yaitu perjanjian jual-beli. 
k. Perjanjian obligatoir  adalah perjanjian yang menibulkan perikatan antara kedua 
pihak. 
l. Perjanjian accesoir yakni perjanjian yang membuntuti perjanjian pokok, 








B. Pejanjian Syariah 
1. Defenisi Perjanjian Syariah 
Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum 
Islam. Kata akad berasal dari  kata al-„aqd, yang berarti mengikat, menyambung atau 
menghubungkan (ar-rabt).
11
 Sebagai salah satu istilah hukum Islam, ada beberapa 
defenisi yang diberikan kepada akad (perjanjian): 
a. Menurut pasal 262 Mursyid al-Haira, akad merupakan pertemuan ijab yang 
diajukan oleh salah satu pihak dengan pihak kabul dari pihak lain yang 
menimbulkan akibat hukum pada objek akad. 
b. Menurut penulis akad adalah usaha yang dilakukan manusia untuk mewujudkan 
keinginan dalam bentuk kerja sama antara pihak satu dan pihak lain melalui ijab 
dan kabul untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan bersifat mengikat. 
Menurut hukum Islam perjanjian berasal dari kata akad yang secara etimologi 
berarti “menyimpulkan” atau diartikan “mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat 




Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad adalah kesepakatan 
antar kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan untuk melakukan dan atau tidak 
melakukan perbuatan hukum tertentu. akad yang berjalan dengan baik maka tidak 
                                                 
11
Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, h. 68 
12
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, 
Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyara‟kah, Ijarah, Mudayyana, Koperasi, Etika Bisnis dan lain-





menimbulkan kerugian akan tetapi ketika barang dan jasa tidak sesuai perjanjian atau 
akad (wanprestasi) maka akan menimbulkan kerugian.
13
 
Akad pertalian dari ijab (yang diucapkan salah satu pihak lain yang 
menimbulkan pengaruh pada objek kontrak) dengan kabul (yang diucapkan pihak 
lain) yang menimbulkan pengaruh pada objek kontrak. Pertalian ijab dan kabul ini 
mengikat kedua belah pihak dalam akad terikat untuk melaksanakan kewajiban 
mereka masing-masing sesuai dengan kesepakatan. Didalam akad, terms and 
condition-nya sudah ditetaplan secara rinci dan spesifik, sehinnga bila salah satu 
pihak atau kedua belah pihak yang terkait dalam akad tersebut melakukan wanpretasi 
(tidak dapat memenuhi kewajibannya), maka ia/mereka akan menerima sanksi seperti 
dalam kesepakatan dalam akad. 
Dalam fiqih muamalah, konsep akad dibedakan dengan konsep wa‟ad (janji). 
Wa‟ad adalah janji antara satu pihak kepada pihak lainnya, yang mengikat satu pihak 
saja, yaitu pihak yaitu pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan 
kewajibannya, sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa 
terhadap pihak lainnya. Dalam wa‟ad, terms and condition-nya belum ditetapkan 
secara rinci dan spesifik, sehingga pihak yang melakukan wanprestasi (tidak 
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2. Dasar Hukum Perjanjian/Akad 
a. Al-Qur‟an 
1) QS. Al-Maidah/5: 1. 
كُِ ٍۡ ه  ِع  ٌُِۡته ىَٰ ا ِي  ِإَِّلَّ ِى ع َٰ َۡ ِٱۡۡل  ةُ  ً ِب ِهٍ ِن ُكى ِأُِحهَّۡت ِبِٱۡنُعقُىِدُۚ ِأ ۡوفُىْا اْ ُُىَٰٓ اي  ِء   ٍ ِٱنَِّرٌ ُّه ا أٌ 
َٰٓ ۡىٌِ َٰ
اٌُِِسٌُدِِ ٌ ۡحُكُىِي   ِ ِٱَّللَّ ٌَّ ِإِ تُۡىُِحُسو ٌۗ أَ  ِدِو  ٍۡ ِٱنصَّ ُِيِحهًِّ س  ٍۡ ِغ 
Terjemahnya:  
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu 
binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) 
dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 





Ketentuan ayat diatas, terutama dengan kalimat “penuhilah janji sampai batas 
waktunya”, terlihat bahwa dalam perjanjian itu haruslah kedua pihak saling 
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2) QS. Al-Baqarah/2:282. 
ُ ُكۡىِ ٍۡ ۡنٍ ۡكتُبِبَّ ِو  ىِف ٱۡكتُبُىُُِۚ ًّّٗ س  ٖمِيُّ ِأ ج  َٰٓ ِإِن ىَٰ ٍ ٌۡ تُىِبِد  اٌُ  اِت د  ْاِإِذ  ُُىَٰٓ اي  ِء   ٍ ُّه اِٱنَِّرٌ أٌ 
َٰٓ ۡدِلٌُِۚ َٰ ِبِٱۡنع  اتُِبُۢ  ك 




“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu utang piutang untuk waktu yang 
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di 




Pada ayat tersebut menegaskan bahwa dalam bermuamalah atau betransaksi 
haruslah tertulis agar memudahkan apabila di kemudian hari terjadi perselisihan. 
b. Hadits  
Dari Ali bin Abi Thalib ra. Berkata, Rasulullah sallallahu‟alaihi wa sallam 
bersabda, 
)ركاه َمْن َأْخَفَر ُمْسِلًما, فَػَعَلْيِو َلْعَنُة اهلِل َكاْلمالءَكِة َكانَّاِس َأْْخَِعنَي, الَيُػْقَبُل ِمْنُو َصْرُؼ َكالَعْدٌؿ 
(٠٧٨١كمسلم,رقم  ٠٧٨١البخاري,رقم   
Artinya : 
“Barang siapa yang tidak menepati janji seorang muslim, maka dia mendapat 
laknat Allah, makalaikat, dan seluruh manusia. Tidak terima darinya taubat dan 
tebusan.”
17
 (HR. Bukhari, 1870 dan Muslim, 1370) 
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Jadi makna dari hadits diatas adalah pada intinya manusia yang berjanji 
kemudian mengingkarinya itu adalah perbuatan yang dibenci Allah swt. seperti 
dijelaskan pada hadits diatas. 
3. Asas-Asas Hukum Perjanjian Islam 
Hukum Islam juga mengenal asas-asas hukum perjanjian. Adapun asas-
asasnya yaitu sebagai berikut:
18
 
a. Al-Hurriya (kebebasan) 
 Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian, dalam makna  para 
pihak bebas berbuat sesuatu perjanjian atau akad. Maksudnya adalah para pihak 
perjanjian bebas dalam menentukan suatu objek perjanjian dan bebas dengan siapa ia 
mau membuat suatu perjanjian, dan serta bebas menentukan cara menyelesaikan 
sengketa apabila itu terjadi di kemudian hari.  
Asas kebebeabsan berkontrak di dalam hukum Islam tetap di batasi oleh 
ketentuan-ketentuan syariah Islam. Dan kita selalu mengingat bahwa dalam membuat 
sesuatu perjanjian tidak ada unsur paksaan, penipuan, dan kekhilafan. 
b. Al-Musawah (persamaan atau kesetaraan) 
Asas ini mempunyai makna adalah bahwa para pihak mempunyai kedudukan 
yang sama sehingga dalam menentukan suatu term and condition dari suatu 
akad/perjanjian setiap para pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang sama. 
Asas ini tidak membedakan pihak satu dan pihak lainnya dikarenaka masing-masing 
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pihak memiliki hak atau ketentuan dalam membuat perjanjian, selama tidak 
melanggar dari ketentuan syariat Islam. 
c. Al‟Adalah (keadilan) 
Asas ini dalam perjanjian atau akad, menuntut para pihak untuk selalu 
melaksanakan yang benar dalam melakukan pengungkapan kehendak dan keadaan, 
memenuhi semua kewajibannya. Maksudnya adalah ketika membuat suatu perjanjian 
haruslah mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang serta tidak boleh 
mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak. 
d. Al-Ridha (kerelaan) 
Dalam asas ini, segala sesuatu transaksi tidak boleh terjadi apabila salah satu 
pihak tidak ridha atau tidak sepakat. Asas ini mengutamakan kerelaan dari masing-
masing pihak, dan didasarkan pada suatu kesepakatan, dan tidak boleh ada unsur 
paksaan, tekanan, penipuan dan lain-lain. 
e. Ash-Shidiq (kebenaran atau kejujuran)  
Didalam asas ini selalu menomor satukan yang namanya kejujuran atau 
kebenaran, karena ketika suatu perjanjian yang mengadung unsur kebohongan dan 
penipuan pasti sangat beresiko buruk terhadap perjanjian atau akad, bisa saja salah 
satu pihak memutuskan suatu perjanjian/akad tersebut.  Jadi selaku hamba Allah saw. 
janganlah kita melakukan suatu kecurangan dengan tidak jujur. 
f. Al-Kitabah (Tertulis) 
Dalam suatu perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, dikarenakan sangat 





4. Unsur-Unsur Akad 
Telah disebutkan bahwa  defenisi akad adalah pertalian antara ijab dan kabul 
yang dibenarkan oleh syara‟ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. 
Dari defenisi ditas dapat kita tarik tiga unsur yaitu, yang pertama pertalian antara ijab 
dan kabul, kedua dibenarkan oleh syara‟, mempunyai akibat hukum.
19
 
a. Pertalian ijab dan kabul 
Ijab adalah pernyataan kehendak oleh pihak (mujib) untuk melakukan suatu 
atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan kabul adalah pernyataan menerima atau 
menyetujui kehendak dari mujib  oleh pihak lainnya (qaabil). Jadi ijab dan kabul ini 
harus ada dalam melakukan sebuah perjanjian. 
b. Dibenarkan oleh syara‟ 
Dibenarkan oleh syara‟ maksudnya dini tidak boleh bertentangan dengan 
syariah atau hal-hal yang telah diatur oleh Allah swt. dalam Al-Qur‟an dan Nabi 
Muhammad saw. dalam hadits, baik itu dari pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun 
objek akad tidak bertengtangan dengan syara‟. 
c. Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya 
Akad merupakan salah satu perbuatan manusia yang menimbulkan akibat 
hukum terhadap objeknya hukum yang telah diperjanjikan oleh kedua pihak dan juga 
memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak. 
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5. Rukun dan Syarat Sahnya Sebuah Perjanjian/Akad 
a. Rukun akad yaitu rukun yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap 
perjanjian/kontrak. Menurut mayoritas ulama  ada tiga rukun akad yaitu: shighat, 
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RUKUN AKAD 
1. Pelaku akad (ahliya 
dan wilayah) 
2. Shighat (ijab kabul) 3. Objek barang 
(Ma‟qud‟alaih) 
Shighat terjadi ketika ada 
hubungan dan timbal 
balik anatara ijab dan 
qobul 
Boleh berupa aset Pihad akad boleh 
mengatasnamakan diri sendiri 
Boleh berupa 
manfaat 
Shighat terjadi ketika ada 
shighat ijab dari satu pihak 
(menurut sebagian fuqaha) 
Boleh berupa 
utang 











1) Sighat Al-„aqd (ijab kabul) 
 Sighat Al-„aqd merupakan yang bersumber dari kedua pihak yang melakukan 
sebuah akad/perjanjian. Para ulama berpendapat Sighat Al-„aqd ini sangat penting 
dikarenakan Sighat Al-„aqd menunjukkan keinginan dan keridaan para pelaku akad, 
jika pelaku akad tidak melakukan ijab dan kabul (Sighat Al-„aqd) maka dapat di 
artikan para pihak tidak rida melakukan sebuah akad.  
Sighat Al-„aqd  terdiri atas ijab dan kabul, baik diungkapkan dengan ijab dan 
kabul atau cukup dengan ijab saja yang menunjukkan kabul dari pihak lain (secara 
otomatis). Ijab dan kabul disyaratkan sebagai berikut:  
a) Jelas dan dapat dipahami, maksudnya adalah dalam membuat suatu perjanjian 
yang ijab dan kabulnya haruslah jelas menunjukkan maksud dan kehendak dari 
kedua pihak yang melakukan suatu akad/perjanjian. 
b) Kesesuaian antara ijab dan kabul, maknanya adalah ijab dan kabul ini haruslah 
bersesuaian misal pihak satu yang melakukan ijab atas objek suatu akad tertentu 
maka kabul juga harus melakukan objek tertentu. contohnya adalah apabila 
seseorang mengatakan jual maka, kabulnya adalah beli atau sejenisnya, jika 
terjadi perbedaan antara ijab dan kabul maka akadnya tidak sah.  
c) Bersambung antara ijab dan kabul, maksudnya adalah akad tidak boleh dilakukan 
dengan ijab pada suatu tempat, sedangkan kabul nya pada tempat lain. Misalkan 
ketika sipenjual itu menjual barang ditempat A dengan harga sekian, kemudian 





berakhir, kemudian dilokasi B pihak lain (pembeli) menjawab setelah 
pemindahan lokasi tersebut, maka akad itu tidak dapat dilaksanakan lagi. 
d) Keinginan untuk melakukan akad pada saat itu, maksudnya adalah melakukan 
sautu akad pada saat itu bukan pada waktu yang mendatang/yang akan datang, ini 
sesuai dengan pendapat para fukaha bahwa niat untuk membeli itu barang bukan 
niat jual beli dan tidak melahirkan akibat hukum. 
2) Al-Aqidain (pelaku akad/para pihak) 
Untuk pelaku akad yang dimaksudkan disini yaitu bisa satu orang atau banyak 
orang, bisa pribadi atau badan hukum baik itu selaku pelaku akad langsung atau wakil 
dari pelaku akad. 
3) Ma‟qud „alaih (objek akad) 
Objek dalam akad yaitu harga atau barang yang menjadi objek transaksi 
seperti jual beli  dalam bentuk akad jual beli (ba‟i), hadiah dalam akad hibah, barang 
yang digadaikan dalam akad rahn, dan sebagainya. Syarat-syarat sebagai objek akad 
adalah sebagai berikut:  
a)  Objek harus ada pada saat waktu akad; 
b) Objek akad yakni sesuatu yang dibolehkan dalam syariah/barangnya legal 
(halal), suci, tidak najis atau benda mutanajis (benda yang bercampur najis); 
c) Dapat diserahkan pada saat akad; 
d) Objek yang diakadkan diketahui oleh para pihak-pihak yang berakad (tidak ada 






4) Maudhu Al-„aqd (tujuan akad) 
Adapun yang di maksud Maudhu Al-„aqd adalah tujuan utama untuk apa 
perjanjian atau kontrak itu di lakukan atau di buat. Misalkan dalam akad jual beli 
tujuan utamanya adalah memindahkan barang dari penjual ke pembeli dengan adanya 
kompensasi (imbalan) dan masih banyak contoh lainnya, intinya beda akad beda pula 
tujuannya. 
6. Macam-Macam Akad 
Adapun macam-macam akad yaitu:
22
 
a. „akad Munjiz yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya 
akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksaan akad yakni pernyataan 
tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksaan 
setelah akadnya. 
b. „akad Mu‟alaq adalah akad yang didalam pelaksaannya  terdapat suatu syarat-
syarat yang telah ditentukan oleh pihak, misalnnya penentuan penyerahan barang 
yang diakadkan  setelah adanya pembayaran. 
c. „akad Muadhaf merupakan akad yang pelaksanannya  terdapat syarat-syarat 
mengenai penanggulangan pelaksaan akad, penyataan yang pelakasaannya 
ditangguhkan hingga waktu yang tentukan, perkataan ini sah dilakukan pada 
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pada waktu akad, tapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tiba waktu yang 
telah ditentukan.  
7. Batalnya Suatu Perjanjian (Akad) 
Secara gambaran umum tentang pembatalan suatu perjanjian tidak mungkin di 
lakukan, sebab dasar yang perjanjian adalah kesepakatan kedua pihak yang terikat 




a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir;  
 Suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu yang telah ditentukan 
oleh kedua pihak (mempunyai waktu yang terbatas), maka apabila sampai kepada 
waktu yang diperjanjikan, secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) 
batallah perjanjian yang telah diadakan para pihak. 
b. Salah satu pihak menyimpang  dari apa yang diperjanjikan;  
 Dalam sebuah perjanjian ada suatu hal yang dilarang seperti misalnya 
perbuatan menyimpang dan lain-lain tergantung akad yang diperjanjikan. Apabila 
salah satu pihak melakukan suatu perbuatan yang menyinpang dari apa yang telah 
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c. Jika ada bukti kelancaran dan bukti pengkhianatan. 
Jika salah satu pihak melakukan suatu kelangcangan atau penghianatan dan 
disertai dengan bukti-bukti, maka pihak lain berhak membatalkan perjanjian tersebut 
dan bisa mnuntut kerana hukum. 
8. Sebab-Sebab Berakhirnya Akad 
Ada dua alasan berakhirnya perjanjiann yaitu dengan adanya fasakh, yaitu 
pihak-pihak akad sepakat membatalkan akad, atau infisakh, yaitu membatlkan akad 
karena adanya sebab-sebab darurat.
24
 
a. Berakhirnya akad dengan Fasakh 
Defenisi dari pemutusan (fasakh) adalah “melepaskan kontrak” atau 
“menghilangkan atau menghapuskan hukum akad secara total dan seakan-akan akad 
ini tidak pernah terjadi”. Dengan kata lain pihak akad kembali ke status semula 
sebelum kotrak terjadi, demikian pula objek kotraknya. Misalkan fasakh kontrak jual 
beli, kembali menjadi milik penjual dan harga pembayaran barang kembali kembali 
milik pembeli. Fasakh terjadi dikarenakan hal-hal sebagai berikut : 
1) Akad yang tidak lazim (jaiz) yakni  akad yang pihaknya memungkinkan untuk 
membatlkan akad tanpa persetujuan dari pihak lain dan bersifat merugikan 
pihak lain. 
                                                 
24
Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan 






2) Khiyar yaitu hak yang dimiliki para pihak,baik pihak ingin melanjutkan akad 
atau memustuskan akad, misal akad-akad lazim seperti jual beli dan ijarah 
bisa saja di fasakh dengan hak khiyar itu. 
3) Iqalah merupakan keadaan para pihak telah sepakat untuk memutuskan akad 
yang telah dispakati, baik itu karena menyesal melakukannya dan ingin 
mecabut akad tersebut. 
4) „uyud ridha (cacat ridha) yakni diaman salah  pihak satu  berhak memfasahk  
dikarenakan merasa di rugikan dari perbuatan pihak lain seperti ketika terjadi 
tadlis, ghoban, dan galath. 
b. Berakhirnya akad dengan Infisakh 
Infisakh, maknanya adalah putus dengan sendirinya (dinyatakan putus, putus 
demi hukum). Sebuah akad dinyatakan putus apabila sudah tidak memungkinkan lagi 
untuk dapat dilaksankan disebabkan oleh afat samawiyah (keadaan memaksa). 
Infisakh terjadi dikarenakan sebagai berikut: 
1) Selesai masa kontrak maknanya adalah jika akad yang ditentukan telah 
berakhir atau tujuan akadnya sudah tepenuhi, maka akad itu akan dengan 
sendirinya berakhir. 
2) Kontrak tidak memungkinkan lagi dilanjutkan, dalam akad ini tidak 
memungkinkan lagi untuk dilanjutkan dikarenakan sudah tidak 
memungkinkan untuk dilanjutkan, misalkan dalam akad jual beli, barangnya 





sudah tidak bolek lagi dilanjutkan akadnya dengan kata lain akad itu berakhir 
dengan sendirinya. 
3) Pelaku akad meninggal, jika salah satu pihak akad ada yang meninggal, maka 
akad itu berakhir dengan sendirinya. Dalam hal kasus rahn (gadai) jika 
pembeli gadai meninggal, kontrak menjadi berakhir dan barang gadaian di 
jual oleh ahli warisnya untuk membayar sisa hutangnya.   
4) Akad yang fasid dengan kata lain akad yang rusak atau buruk, misalkan 
menjual sesuatu yang tidak jelas spesifikasinya atau menjual sesuatu yang 
dibatasi waktu. 
C. Hukum Islam 
 Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan disalurkan dari hukum 
syariat Islam yang terdapat dalam Al-Qur‟an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. dan 
dikebangkan melalu metode ijtihad oleh para ulama atau ahli hukum Islam yang telah 
memenuhi syarat untuk berijtihad cengan ketentuan yang telah ditentukan.
25
 Dapat 
diambil kesimpulan bahwa hukum Islam itu berdasarkan wahyu Allah, sunnah Rasul, 
dan ijtihad para ulama untuk mengatur kehidupan kehidupan umat muslim. 
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1. Syariat  
 Kata syari‟ah (sariat, syariah dan syariat), semuanya telah baku dalam bahasa 
Indonesia. Syari‟ah berasal dari bahasa Arab:  ِع ِِ—ش س  ُع ِِ--ٌ ْشس  ازع  ْسًعاش  ِِ–ش  شُسوع  ِ–ي 
ًٌْعا ِس ة(—ش  ٌْع  ِس )ش   yang ditransliterasikan ke dalam bahasa Indonesia, penulisannya 
menjadi syari‟ah adalah sigat mubalagah dari lafal masru‟an yang berarti “al-tariqah 
al-mustaqimah” atau “maurid al-mai li al-syarib” terjemahnya jalan yang lurus atau 
sumber mata air bagi yang minum. 
Secara terminologi adalah “syariah ialah aturan-aturan yang telah ditetapkan 
Allah swt. ditetapkan pokok-pokoknya agar manusia menggunakannya dengan 
saudaranya sesama umat muslim, sesama manusia dan hubungannya sesama alam 
serta hubungnya dengan makhluk hidup”.
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2. Fiqh  
Fiqh merupakan sesungguhnya menyangkut berbagai ketentuan hukum Syara‟ 
baik yang telah ditetapkan langsung oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Qur‟an 
dan Al-Sunnah maupun berbagai ketetapan hukum Syara‟ yang ditetapkan/dihasilkan 
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3. Hukum syara‟ 
Syara‟ dikalangan ulama fiqh merupakan sifat-sifat dari perbuatan mukallaf 




 Tujuan hukum Islam menurut Syatibi ialah untuk menjaga, memelihara dan 
memperjuangkan tiga katergori hukum, yaitu daruriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat. 
Adapun kebutuhan yang disebut, yang pertama daruriyyat (primer) 
merupakan kebutuhan utama yang harus dipelihara dan dilindungi (memelihara 
agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar 
kemaslahatan hidup manusia itu benar-benar terwujud. Kebutuahn kedua yaitu, 
kebutuhan hajiyyat (sekunder) adalah kebutuhan yang diperlukan manusia agar 
kebutuhan pokok/primer terpenuhi, yang terakhir adalah kebutuhan tahsiniyyat 
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
 Penelitian ini temasuk penelitian lapangan (field research) yaitu: “suatu 
penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan cara mengangkat data-data yang 
ada dimasyarakat/lapangan”. Metode yang digunakan pada penelitian ini yakni 
dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.
1
 
Metode kualitatif merupakan metode yang menekankan pada pemahaman 
mengenai masalah-masalah atau problematika sosial berdasarkan kondisi  realitas 
(nyata) dan natural setting yang holitis, kompleks dan rinci. Penelitian kualitatif 
berusaha mendapatkan pemahaman, pencerahan terhadap fenomena dan eksploitasi 
pada situasi yang sama.
2
 
2. Lokasi Penelitian  
 Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kire Kecamatan Budong-Budong 
Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat, dengan cara mewancarai 
beberapa masyarakat untuk memperoleh data dan keterangan akurat tentang 
perjanjian pengelolaan kebun jagung. 
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B. Pendekatan Penelitian 
1. Pendekatan empiris merupakan pendekatan yang timbul terhadap gejala sosial 
dalam masyarakat. Dalam hal ini penulis mengamati sejauh mana perjanjian 
itu sehingga mengakibatkan suatu akibat yang melanggar perjanjian dalam 
hukum Islam. 
2. Pendekatan yuridis normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan 
cara meneliti bahan pustaka dengan cara mengadakan penelusuran terhadap 
permasalahan yang diteliti. 
C. Sumber Data  
Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yaitu sumber primer 
(utama) dan sekunder (pendukung). 
1. Sumber Data Primer yakni data yang diperoleh dari observasi dan wawancara 
langsung terhadap pihak-pihak yang terkait dengan praktik perjanjian yang 
ada di Desa Kire Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah 
Provinsi Sulawesi Barat. 
2. Sumber Data Sekunder yakni data yang diperoleh dari perpustakaan dan 
informasi lain-lain seperti dpkumen, buku, jurnal penelitian, dan artikel yang 








D. Metode Pengumpulan Data 
1. Wawancara 
Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
menyangkut materi secara langsung  kepada pihak yang bersangkutan atau berkaitan 
dengan objek yang akan diteliti. Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang 
atau lebih untuk bertukar informasi dan ide-ide melalaui tanya-jawab.  
No.  Informan Jumlah 
1 Toko masyarakat 3 
2 Masyarakat 6 
3  Pemerintah  2 
 
Dalam hal ini wawancara merupakan metode atau teknik pengumpulan data 
atau informasi dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka langsung agar 
mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang topik yang diteliti, dengan metode 
ini penulis dengan mudah mendapatkan informasi atau data yang lebih terperinci. 
2. Dokumen  
Jenis pengumpulan data ini yang diperoleh melalui doekumen-dokumen. 





E. Instrumen Penelitian 
Instrumen yang digunakan alat yang digunakan untuk mendapatkan, 
mengumpulkan, menyelidiki, mengelolah data-data dengan tujuan penelitian. Adapun 
alat-alat yang harus dipersiapkan oleh penulis/peneliti dalam melakukan peneliti, 
yaitu ; 
1. Pedoman wawancara adalah pengarah yang digunakan untuk mengumpulkan 
data. 
2. Pedoman observasi sebagai pengarah jalan sehingga penelitian tepat sasaran. 
3. Buku catatan, pulpen dan kamera sebagai bahan untuk menulis informasi-
informasi yang di dapat  dan domentasi dalam hal berfungis untuk menyimpan 
bahan penelitian sebelum di tulis dalam hasil penelitian. 
F. Tekhnik Pengelolaan dan Analisi Data 
1. Tekhnik pengelolaan 
Tekhnik yang digunakan penulis yaitu editing dimana kegiatan untuk 
memeriksa data mentah yang telah di kumpulkan untuk melengkapi data-data yang 
kurang atau kosong, serta memperbaiki kesalahan atau ketidakjelasan data yang 
diperoleh. 
2. Analisis data 
Analisi data adalah proses pengklasifijasian, pengkategorian, penyusunan 
serta memadupandangkan data agar data yang telah dikumpulkan dapat disatukan 






a) Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan dan  penyederhanaan data kasar 
yang diperoleh di lapangan. Reduksi bertujuan untuk membuang data-data yang 
tidak perlu sehingga dapat menarik suatu kesimpulan. 
b) Penyajian data adalah menampilkan data-data yang telah diperoleh dari 
informasi/lapangan agar lebih mudah untuk dipahami. 
c) Penarikan kesimpulan merupakan akhir dari rangkaian analisis dara, dengan 
adanya kesimpulan maka lebih memudahkan  untuk mejelaskan alur dari suatu 
penelitian. 
G. Pengujian Keabsahan data 
1. Trianggulasi  
Trianggulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber. Trianggulasi 
yaitu memeriksa keabsahan data serta memanfaatkan sesuatu yang lain untuk 
keperluan pengecekan dan untuk membandingkan terhadap data tersebut.  
2. Display 
Display bertujuan untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi 
dalam merencanakan kerja untuk selanjutnya. Display dilakukan dengan uraian 










HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Desa Kire merupakan salah satu desa dari sebelas desa di Kecematan Budong-
Budong Kabupaten Mamuju Tengah. Desa Kire  terdiri dari tiga belas dusun yaitu 
Dusun Kire Utara, Dusun Kire Selatan, Dusun Sikeang, Dusun Salansang, Dusun 
Sampoang, Dusun Jawi-Jawi, Dusun Tosalama, Dusun Rante Kombiling, Dusun 
Balongko, Dusun Limbong, Dusun Lappar, dan Dusun Ulu.  
Nama Desa Kire yang saat ini dikenal oleh masyarakat Kabupaten Mamuju, 
pada mulanya ada pemancing yang berada dipesisir sambil menikmati pemandangan 
disekelilingnya, pusat pandangannya memantau indah daerah pantai dan daerah 
pengunungan, saat itu dia melihat dua gunung yaitu gunung Pambutungan dan 
gunung Pati‟di. Diantara gunung tersebut berbentuknya menyerupai alis mata. Pada 
saat itu Desa Kire belum punya nama yang resmi. Setelah kembali kedaratan, 
pemancing tersebut menceritaka kepada tokoh masyarakat setempat, maka kampung 
tersebut diberi nama Desa Kire. Kire dalam bahasa Mamuju adalah alis mata. 
Desa Kire secara resmi pada tahun 1994. Perkembangan penduduk desa 
kiredipengaruhi dari perkembangan perekonomian sektor pertanian maupun sektor 
perikanan tangkapan ikan di selat Makassar.  
Letak geografis Desa Kire yaitu disebelah utara berbatasan dengan Desa 




Selat Makassar, dan di timur berbatasan dengan desa Salugatta. Bila dilihat dari 
keadaan topografi Desa Kire dikelilingi dengan pengunungan dengan luas kemiringan 
lahan (rata-rata), datar 4.610 Ha dan Gunung 115 Ha serta ketinggian diatas 
permukaan laut 20 meter. Luas Desa Kire yaitu 5.600 Km
2
. Pada umumnya mata 
pencarian di Desa Kire adalah pertanian dan perikanan. 
1. Jumlah penduduk  
Jumlah penduduk di Desa Kire berdasarkan data terakhir hasilnya tercatat 
sebanyak 823 kepala keluarga (KK) dengan total jiwa 2.994 jiwa. Di antaranya 
penduduk laki-laki sebanyak 1.547 jiwa dan perempuan sebanyak 1.447 jiwa. 






5. Buruh   
6. PNS 
Pada tabel di atas kita dapat mengetahui bahwa pendapat masyarakat di Desa 







3. Sarana dan Prasarana Desa 
Berikut adalah gambaran saran dan prasarana yang ada di Desa Kire 
Sarana umum Desa Kire 
Sarana Jumlah 
1. Pasar tradisional 
2. Pustu  
3. Puskesdes  
4. Posyandu  
5. Ambulance Desa  










Terkait dengan tabel diatas dapat diketahui sarana umum di Desa Kire sudah 
dikatakan kategori mampu dikarenakan sudah memiliki sarana umum yang cukup dan 
adapun hal lain seperti pelabuhan, terminal dan lain-lain masih mengandalkan desa 
lain. 


















Berdasarkan tabel diatas sarana pendidikan di Desa Kire sudah mencukupi 
untuk masyarakat yang mamiliki anak untuk menuntut ilmu dalam desa sendiri. 
Sarana Agama Desa Kire 
Sarana Jumlah 
1. Masjid  
2. Mushallah 
3. Gereja  
6 Unit 
3 Unit 
                 5 Unit 







































BAYANUDDING KADUS LAPPAR 
Y JEMMI MISI 
KADUS TO SALAMA 
JUMARLING 
KADUS LIMBONG 
ISAK Z DUMA 
KADUS KAHELEANG 
MUHA 
KADUS KIRE UTARA 





5. Visi dan Misi 
Visi : 
“Terwujudnya Desa Kire yang maju, 
mandiri dan berdaya saing, melalui tata 
kelola pemerintah yang baik dan 
pemantapan perdesaan, berlandaskan 
religius, kultural dan berwawasan”. 
Misi : 
1. Meningkatkan kualitas SDM 
(pendidikan, kesehatan, 
memantapkan kesalehan sosial 
berlandaskan imam dan taqwa 
kepada tuhan yang maha esa). 
2. Memantapkan pemulihan 
keseimbangan lingkungan dan  
pembangunan berkelanjutan. 
3. Menggali, menumbuh 
kembangkan dan melestarikan 
budaya serta kearifan lokal. 
4. Meningkatkan partisipasi sektor 
swasta, pemberdayaan ekonomi 










B. Proses Pelaksaan Perjanjian Pengelolaan Kebun Jagung di Desa Kire Kec. 
Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah 
Manusia dikenal sebagai mahluk sosial yang dimana dalam kehidupan 
membutuhkan bantuan dari orang lain untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan 
pokok. Banyak cara dilakukan manusia agar memenuhi kebutuhan pokoknya salah 
salah satunya ialah bermuamalah baik dalam bidang pertanian, beternak, dan lain-
lainnya. Salah satu kegiatan muamalah yang dilakukan di Desa Kire yaitu dalam 
pertanian dalam bidang kebun jagung. 
Perjanjian pengelolaan kebun jagung Desa Kire merupakan kegiatan 
muamalah yang sering di lakukan oleh masyarakat dan menurut masyarakat di sana 
perjanjian ini sudah lama di gunakan ketika masyarakat di sana mengalami 
kekurangan atau kesulitan dalam bekerja atau memperkerjakan kebunnya, agar bisa 
memenuhi keutuhan sebagai makhluk sosial dan kehidupan sehari-hari.  
Dalam hal memperkejakan kebunnya pasti ada perjanjian di awal terlebih 
dahulu yaitu orang yang memiliki kebun hanya mendapat keuntungan agar kebunnya 
bersih dan sawit cepat tumbuh besar sedamgkan yang mendapat hasil panen itu 
pekerja kebun, yang menyediakan modal adalah pemilik kebun, meskipun perjanjian 
yang dilakukan tidak tertulis atau lisan masyarakat di Desa Kire mereka sudah 
memakai sistem ini sejak lama.  
Perjanjian lisan yang dilakukan tersebut dan telah disepakati bersama antara 
pemilik kebun dan pekerja kebun di Desa Kire lebih mengedepankan nilai adat-





lebih mengedepankan maslahat bagi para pihak bila terjadi pelanggaran atau 
perselisihan dari salah satu pihak yang tidak melaksanakan perjanjian sesuai dengan 
keiinginan dan kesepakatan bersama, biasanya diselesaikan dengan cara baik-bak 
antara pekerja dan pemilik atau dengan kekeluargaan atau dan dibantu oleh tokoh 
masyarakat, karena masyarakat di desa tersebut mengedepankan yang namanya 
kekeluargaan. Adapun gambaran dari perjanjian pengelolaan kebun jagung di Desa 
Kire dibawah ni. 
Gambaran: kebun yang dimiliki oleh si A (pemilik kebun), yaitu si A mencari 
pekerja kebun atau ada yang meminta untuk di kerja oleh si B (pekerja kebun), pada 
awalnya si A mencari pekerja kebun atau ada pekerja yang meminta kebunnya oleh si 
B menyetujui apa tidak, dalam perjanjian itu si A hanya mendapatkan kebunnya 
bersih sehingga tanaman sawit tidak terganggu dengan tanaman liar dikarenakan 
sawit membutuhkan jangka waktu lama untuk berbuah dan dipanen, sedangkan si B 
mendapatkan semua hasil yang dia kerjakan dikebun dan proses penyerahan kebun 
atau perjanjian yang dilakukan secara lisan atau tidak tertulis. Maka si A 
menyediakan modal awal untuk dipinjamkan dan digunakan oleh si B dalam 
mebersihkan kebunnya agar bisa di tanami jagung yang dikerja oleh si B, dan ketika 
panen tiba maka si B berkewajiban membayar pinjaman dan masa tanam selanjutnya 
tanggung jawab si B, panen kedua-ketiga kalinya disitulah sawit ditanam agar sawit 
tidak terganggu dan subur. Berkahirnya perjanjian ini ketika sawit sudah besar dan 
tidak bisa lagi ditanami jagung, ketika si B terjadi hal yang tidak diinginkan dan 





kembali kebun yang telah di kerja. Hal ini sudah menjadi tradisi atau kebiasan 
masyarakat di Desa kire Khusus di Dusun Sampoang. 
Dari gambaran diatas perjanjian yang dilakukan masyarakat di Desa Kire 
merupakan perjanjian yang biasanya berupa hak dan kewajiban dari kedua belah 
pihak yang bersifat timbal balik si pekerja mendapatkan haknya dan melaksanakan 
kewajibannya begitupun sebaliknya. Seperti yang diterangkan oleh ibu Hariani selaku 
pemilik kebun. 
Saya memperkerjakan kebun saya dikarenakan ada beberapa faktor seperti 
tanaman yang saya tanami (sawit) tidak terganggu dengan rumput liar dan 
bersih, kalau di kerja orang lain maka pemilik lebih ringan dalam mengelolah 
kebunnya seperti kebrsihan dan  jikalau pekerja menanami jagung maka harus 




Dalam peranjian dilakukan oleh ibu Hariani dengan bapak Sulaiman atau pak 
Aril tidak jauh berbeda dengan perjanjian pada umummnya hanya yang berbeda yaitu 
pemilik kebun tidak mendapatkan hasil dari tanaman pekerja kebun (jagung) pemilik 
kebun hanya mendapatkan kebersihan kebun semata, agar tanaman sawitnya bisa 
tumbuh dengan baik. Perjanjian ini hanya berjangka pendek apabila sawit sudah 
berbuah dan besar sudah tidak memunkinkan ditanami jagung maka si pekerja (bapak 
Aril) mendatangi pemilik kebun lalu menyerahkan kembali kebunnya.  
Proses penanaman jagung hingga panen ada beberapa tahap, tahap pertama 
dimulai dari musim hujan pekerja fokus membersihkan kebun mulai dari 
penyemprotan rumput, dan memcabut rumput kemudian membakar hingga layak 
untuk ditanami jagung. Tahap kedua menyiapkan bibit minimal 10 kg untuk ditanam 
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dilokasi yang sudah dibersihkan, proses penanaman dimulai ketika semua sudah siap 
dan memanggil warga untuk membantu menanami jagung. Tahap ke-tiga ketika 
sudah tumbuh jagung berumur 2 minggu waktunya untuk pemupukan agar jangung 
tumbuh sehat dan menyomprotkan disinfektan agar hama tidak menggangu proses 
pertumbuhan tanaman jagung, ketika sudah berbuah harus dijaga dari hewan-hewan 
yang merusak tanaman seperti babi. Tahan selanjutnya yaitu masa panen, panen 
dilakukan maksimal 3 kali tapi masyarakat disana hanya  2 kali panen dalam setahun. 
Seperti yang dikatakan oleh bapak Hardim. 
Kita panen itu tergantung dari cara kerja si pekerja ketika kerja kita bagus 
maka hasilpun bagus bgitupun dengan pemilik kebun pasti merasa ikut senang 
ketika hasilnya bagus dan hasil dari panen tersebut terserah kepada pekerja 
kebun mau memberikan atau tidak dan menurut saya selaku pekerja kebun 




 Prroses panen pun memiliki tahan mulai dari tahap pertama yaitu masseppe 
yaitu mengambil buah jagung dipohon dan mengumpulkan dikarung lalu 
dikumpulkan ditempat tertentu, tahap kedua menyewa alat penggiling jagung, setelah 
digiling proses selanjutnya jikalau dikebun digiling maka dibawah pulang kerumah 
menggunakan motor, tahap selanjutnya menjemur jagung minimal maksimal 3 hari 
agar jagung kering dan siap dijual kepedagang, dan begitu seterusnya hingga sawit 
tumbuh besar perkiraan 4 tahunan. 
Hasil dari penen tersebut diambil sepenuhnya oleh si pekerja dan kembali lagi 
ke perjanjian pemilik hanya mendapatkan keuntungan kebersihan kebun agar 
tanaman sawit tumbuh dengan baik.  
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Menurut saya tidak masalah justru itu lebih baik karena yang dia kerja hasil 
dari kerjanya kecuali ada akad lain baru bisa di bagi hasilnya, akan tetapi saya 
serahkan sama pekerja saja intinya saya mendapat kebersihan dan perawatan 




Dalam perjanjian pengelolaan kebun jagung, rata-rata melakukan perjanjian 
ini yaitu pemilik hanya mendapatkan kebersihan kebun dan si pekerja mendapatkan 
hasil dari kerjannya (dana), pekerja kebun berkewajiban menjaga dan mebersihkan 
kebun yang ia kerja sampai sawit yang ditanam oleh pemilik kebun menghasilkan 
buah. Seperti yang dikatakan oleh salah satu pekerja kebun  bapak Sulaiman (bapak 
Aril). 
Kita selaku pekerja kebun pasti memberikan yang terbaik dalam mengerjakan 
kebun yang diberikan oleh pemlik pasti bersungguh-sungguh, dan 
perjanjiannya pun itu sama-sama menguntunkan baik dari pemilik maupun 





Adapun isi perjanjian yang disepakati oleh kedua pihak yaitu : 
1. Selama perjanjian tersebut kebun yang diserahkan oleh pemilik kebun berada 
penuh di tangan pekerja kebun; 
2. Segala hal yang ditanami oleh pekerja itu dan membuahkan hasil itu milik si 
pekerja kebun; 
3. Sama-sama memberikan keuntungan, si pemilik mendapatkan kebersihan 
kebun agar sawit tumbuh dengan baik sedangkan pekerja mendapatkan hasil 
dari kebun yang ia kelolah; 
4. Perjanjian ini berlangsung selama 4 tahun;dan 
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5. Berkhirnya perjanjian ini apabila sawit sudah menghasilkan buah, dan pekerja 
tidak bertanggung jawab. 
Setelah pejanjian telah disepakati oleh pihak pemilik kebun dan pekerja kebun 
maka terjalinlah sebuah perjanjian. Dalam penelitian beberapa permasalahan dalam 
perjanjian pengelolaan kebun jagung, diataranya : 
1. Pekerja kebun tidak bertanggung jawab, perjanjian ini kadang ada pekerja 
yang bermain-main atau ketika sudah panen pertama atau panen kedua sudah 
tidak ingin bekerja lagi dikarenakan sudah mendapatkan hasil yang 
menguntungkan padahal perjanjian ini ketika sawit sudah besar dan sudah 
berbuah, keadaan ini lah yang biasa merugikan pemilik kebun dikarenakan 
modal awal, semua racun, pupuk dan lain-lain telah disedikan oleh pemilik 
kebun nanti ketika sudah panen baru mengganti atau membayar hutangnya ke 
pemilik. 
2. Keadaan tertentu seperti kejadian yang tidak diinginkan seperti pekerja 
mengalami kecelakaan dan hal-hal lain yang terjadi dan harus mermbatalkan 
perjanjian. 








C. Perjanjian Tidak Tertulis dalam Pengelolaan Kebun Jagung di Desa Kire Kec. 
Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah dalam Pandangan Hukum Islam 
 Perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kire dalam hal 
pengelolaan kebun jagung dilakukan secara tidak tertulis atau lisan, seperti perjanjian 
yang dilakukan oleh ibu Hariani dengan bapak Sulaiman sudah memenuhi beberapa 
rukun dan syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut:
5
 
Pertama Sighat Al-„aqd (ijab kabul), yang menunjukkan suatu perjanjian yang 
sah apabila mengandung keinginan dan kerelaan (rida) antara kedua belah pihak agar 
perjanjian yang dilakukan  itu bisa disempurnakan. Perjanjian antara ibu Hariani 
dengan bapak Sulaiman dapat diketahui melalui dari ucapan dari ibu Hariani selaku 
pemilik kebun yang telah memberikan tanggung jawab untuk mengerjakan kebun 
miliknya kepada bapak Sulaiman menerima tawaran selaku pekerja kebun dari ibu 
Hariani. 
Kedua Al-Aqidain (pelaku akad), pelaku yang dimaksud disini ialah orang yang 
melakukan sebuah perjanjian, seperti yang dilakukan oleh ibu Hariani selaku pemilik 
kebun dan bapak Sulaiman selaku pekerja kebun. 
Ketiga Ma‟qud „alaih (objek akad), dalam ini perjanjian yang dilakukan harus 
memiliki objek, perjanjian yang dilakukan di Desa Kire rata-rata objeknya ialah 
kebun atau lahan kosong. 
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Ke-empat Maudhu Al-„aqd (tujuan akad), masyarakat di Desa Kire tujuan 
dalam melakukan sebuah perjanjian bertujuan agar tanaman buah sawit itu terjaga 
dengan baik dan terlindungi.  
Mayoritas masyarakat hanya mengetahui sistem perjanjian yang dilakukan 
sudah baik dan tidak melihat aturan-aturan yang ada didalam Al-Qur‟an dan 
minimnya penjelasan mendalam tentang perjanjian ujar dari imam dusun.
6
 
Rukun dan syarat terpenuhi akan tetapi perjanjian yang dilakukan di Desa Kire 
secara lisan atau tidak tertulis sedangkan dalam hukum Islam menganjurkan kita 
dalam bermuamalah haruslah tertulis agar menjadi bukti dikemudian hari ketika 
terjadi sengketa. Allah swt. telah berfirman sesuai dalam QS. Al-Baqarah/2: 282. 
ۡنٍ ۡكتُبِ ِو  ىِف ٱۡكتُبُىُُِۚ ًّّٗ س  ٖمِيُّ ِأ ج  َٰٓ ِإِن ىَٰ ٍ ٌۡ تُىِبِد  اٌُ  اِت د  ْاِإِذ  ُُىَٰٓ اي  ِء   ٍ ُّه اِٱنَِّرٌ أٌ 
َٰٓ ۡدِلٌُِۚ َٰ ِبِٱۡنع  اتُِبُۢ ُ ُكۡىِك  ٍۡ  .. .  بَّ
Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk 
waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang 
penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. . .
7
 
Sesuai dengan firman Allah swt. bahwasanya diatas menganjurkan ketika 
dalam bermuamalah haruslah dilakukan secara tertulis. Begitupun dengan perjanjian 
yang dilakukan di Desa Kire, seharusnya perjanjian itu di tuliskan secara resmi agar 
dikemudian ketika terjadi sengketa atau wanprestasi memudahkan di kemudian hari. 
Perjanjian yang dilakukan haruslah dengan adil dan tidak mengurangi ataupun 
menambah sedikitpun isi dari perjanjian itu.  
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Bertanggung jawab dalam melakukan sebuah perjanjian itu hukumnya wajib, 
dikarenakan perjanjian memiliki dampak bagi perdamaian dan dapat menyelesaikan 
persengketaan sebagaimana Allah swt. berfirman dalam surah QS. Al-Maidah/5: 1. 
ةُِ  ً ِأُِحهَّۡتِن ُكىِب ِهٍ ْاِأ ۡوفُىْاِبِٱۡنُعقُىِدُۚ ُُىَٰٓ اي  ِء   ٍ ُّه اِٱنَِّرٌ أٌ 
َٰٓ تُۡىٌِ َٰ أَ  ِدِو  ٍۡ ِٱنصَّ ُِيِحهًِّ س  ٍۡ ُكۡىِغ  ٍۡ ه  ِع  اٌُِۡته ىَٰ ِي  ِىِإَِّلَّ ع َٰ َۡ ٱۡۡل 
اٌُِِسٌدُِ ٌ ۡحُكُىِي   ِ ِٱَّللَّ ٌَّ ِإِ  .ُحُسو ٌۗ
Termahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu 
binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) 
dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 




Pada tahap ini  pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak 
harus melaksanakan apa yang ia janjikan atau isi perjanjan tersebut harus jadi 
kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Dalam halnya oleh pemilik kebun ibu 
Hariani menyadari bahwa perjanjian yang ia lakukan dengan pekerja kebun bapak 
Sulaiman sudah sama-sama rida agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua 
belah pihak sehinggah perjanjian yang dilakukan berjalan sesuia dengan keiinginan. 
Apabila perjanjian telah berakhir atau putus dikarenakan perbuatan pekerja 
kebun maka para pihak kembali kepada keadaan semula seolah-olah tidak pernah 
terjadi konrak, pihak pekerja mengembalikan perjanjian pengelolaan kebun dengan 
keadaan semula, akan tetapi jika pekerja kebun tidak mengembalikan dengan keadaan 
semula atau tidak melaksanakan perjanjian dengan baik maka perjanjian yang 
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dilakukan oleh si pekerja dapat merugikan pihak pemilik kebun dikenakan pemilik 
kebun harus membersihkan dari awal lagi dan makin susah di tanami bibit sawit 
terkecuali si pekerja kebun mengembalikan kebun dalam keadaan bersih dan siap di 
tanami bibit sawit. 
Menurut penulis, perjanjian yang tidak tertulis ini yang dilakukan oleh pihak 
pekerja kebun ketika ada kesalahpahaman bisa diselesaikan dengan cara musyawarah 
dengan pemilik kebun dan melibatkan tokoh masyarakat, ketika si pekerja 
mempunyai itikad baik. Sangat jelas apa yang di inginkan pemilik kebun yang hanya 
ingin melihat tanaman bibit sawit itu tumbuh dengan baik meskipun sederhana dari 
tujuan perjanjian ini tapi alangkah baiknya jika perjanjian tersebut tertulis, agar ada 












Setelah penulis melakukan penelitian dan menganalisis data yang ditemukan 
di lapangan serta beberapa data pendukung lainnya, maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan perjanjian pengelolaan kebun jagung di Desa Kire Kec. Budong-
Budong Kab. Mamuju Tengah yaitu, pemilik kebun mencari pekerja kebun 
untuk mengelolah kebunnya begitupun sebaliknya pekerja kebun biasanya 
meminta langsung kepada pemilik kebun untuk mengelolah kebun si pemilik, 
dan pemilik kebun menyiapkan modal untuk si pekerja kebun, tujuan utama 
dari pemilik kebun memeperkerjakan kebunnya adalah untuk menjaga dan 
memelihara tanaman bibit sawit sampai menghasilkan buah, sedangkan 
pekerja kebun mengelolah kebun dengan menanami jagung serta hasil dari 
yang dikerja oleh pekerja kebun itu milik dari pekerja kebun dan terserah pada 
pekerja mau meberikan apa tidak kepada pemilik kebun dan waktu pelunasan  
modal yang di pinjam ketika sudah panen. 
2. Perjanjian pengelolaan kebun jagung yang tidak tertulis dilakukan di Desa 
Kire Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah ditinjau dari hukum Islam 
tidak sah dikarenakan meskipun sudah memenehui rukun dan syarat dalam 





Desa Kire Kec. Budong-budong Kab. Mamuju Tengah itu tidak tertulis dan di 
dalam hukum Islam mewajibkan ketika kita bermuamalah tidak secara tunai 
maka haruslah di tuliskan sesuai dengan ketentuan di dalam Al-Qur‟an. 
B. Implikasi  
Berdasarkan uraian diatas maka penulis memberikan saran-saran untuk 
menajdi bahan pertmbangan yaitu : 
1. Mengenai pelaksaan perjanjian tersebut, seharusnya pemilik kebun maupun 
pekerja kebun menuliskan perjanjian agar ada kekuatan hukum yang 
tercantum didalam suatu perjanjian, untuk kepentingan pembuktian bila 
dikemudian hari terjadi sengketa. 
2.  Dalam pelaksanaan perjanjian pengelolaan kebun jagung di Desa Kire Kec. 
Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah jangan sampai mengabaikan prinsip 
syariah seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur‟an dan Hadist yang merupakan 
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Ket: Wawancara Dengan Sekretaris desa  
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